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ABSTRAKS!

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974

OLEH
ONY MAYLI

NPM : 96.840.0108
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Menuryl Undeng-Undang Perkowinan Namaor | lahun 1974,
percergian disebui sebagai satah satu secab putusnya perkawinan. Pasal 38
UU No. | Tohun 1974 berbunyi : " Perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian atau atas keputusan pengadilan .

Undang-Undang Nomor | Tohun 1974 menganut suatu azas bahwa
suatu perkawinan harus berlangsung dengan kekal.

Perkawinon yang pada azasnya kekal itu sepantasnya diperboiehkan
untuk diputuskan. karena sebab-sebab ataupurt alasarv-aiasan iain dari
pada kemotian. Oalam hat ini UU Namar | Tahun 1974 {entang masalah ini
berpendinan membalehkan perceraian. meskipun pPada  0zosnyC
perkowinan itu sebagai ikatan hidup bersama suami-isteri yang seharusnye
ber'ongsung kekal Hanya sagja undanyg-undang ini berusaha, supayo
sedapal mungkin perceraian ilu dipersidit. Usaha inilkih yeng eilyengkan
dalom beberapa pasal dionlaranya pasal 3?2 jo pasal 19 Peroturon
Pemerintah No. 9 Tahun 1976,

Pasal 3¢ UU Nomor | Tahun 1974 menentukan, bohwa perceraion
hanya dapat dilgkukan df depan sidang pengadilan yang berwenang dan
Hakim diwgjibkan berusaha mendamaikan keduao suami-ister yang sedang
berselisih. Perceraian di lwar campur {angan pengadilan tidak
dimungkinkan,

Sebelum terjadinya perceraian maka para pihak tertebih dahulu
harus menjalankan beberapa ketentuan yang depat dismpulkan sebagai
berikut :

Bahwa dalam perkawinan mempunyai maksud dan tujyen agar
suami dan ister dapat membenluk kekiarga yang kekal. maka suciu
tindakan yang mengakibalkan putusnya perkawiman harus benar-benaor
dapat dipertimbangkan dan dipikirkan mosak-mesak. Ketentuon ini
dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulangkall. sehingga
suami otou kteri benar-benar sating menghargadl. Moka Undang-Undang ini
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khususnya Undang-Undong No. 1 Tohun 1974 menganul piinsip  uniuk
mempersulil ferjadinya percergion. Unfuk meniungkinkon perceraion hetus
oda aqlasan-alason ferlentu serla harws dilakukon di depon  sideng
pengadilan.

Bahwa undong<undang perkawnan (W Ne. | Tahun 1974)
mengenai perceraian tidak bonyak bedonya dengan yong diotur defom
KUH Perdatoc. apalog pereedaan yang prinsipl, hanya sojo setelsh
| berakunya Undang-Undang Perkawinan {UU No.l Tahun 1974} tenlong
perkawinen dan perceroion lefoh lerdapal kaseiggomon unluk semua
galongan dengon kata lain, leioh tercapai unifikasi datam hukum
perkawinan.

Bahwa menurul pasai 16 Undang-Undong Perkawinan, segala
sesualu yang berhubungan dengan perkowinan berdasarkan alas undang-
vndang Hukum Perdala. Ordonansi Perkawinan indonesio Krslen {(Huwelik
Ordonarsi  Kristen Indanesia S. 1933 Na. 74), Peraluran Perkawinon
Campuran (Regeling Pode Genungde Huwedijk S. 1898 No. 158] don
peraluten-peraluran lgin yang mengalur lentang perkuwinan, sejuoh miana
lelah diatur dalam undang-undang ini dinyatakon tidak berfoku,
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PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat alam bahwa dua orang manusia yang
berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan teitarik satu
sama lain untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai yang
bahagia. damai dan sejahtera

Akan tetapi harapan manusi:. tidak sciamanya dapat terkabu'kan
seperti apa yang dicita-citakan dimana harapan itu hanyalah tingga! harapan
belaka tanpa dapat diwujudkan meniadi kenyataan Begity juga halnya
dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung sefamanya
namun di antara kedua belah pihak yakni suami dan isteri yang bersangkutan
sering terjadi pertengkaran, percekcokan ataupun hal-hal lain yang
menimbulkan ketidak serasian dan keretakan di dalam perkawinan yang
mereka bina dimana ha! ini akan merupakan suatu masalah bagi kedua suami
isteri tersebut, bahkan mungkin pula dapat menimbulkan kesengsaraan dan
penderitaan bagi kedua belah pihak.

Apabila keretakan di dalam perkawinan tersebut sudah sedemikian
buruk keadaannya dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali, maka
jalan yang paling memungkinkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan
jalan memutuskan perkawinan tersebut metlalui perceraian.

Namun perceraian ini hanyalah dimungkinkan oleh Undang-Undang sebagai
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pengecualiaan dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin untuk
dipertahankan lagi.

Di dalam skripsi ini perceraian akan dibahas menurut ketentuan
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang akan dibandingkan
dengan perceraian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Mengingat prinsip kekai abadinya perkawinan maka perceraian
haruslah merupakan pengecualiaan saja dimana perceraian ini dilakukan
dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan disertai alasan-alasan
yang dijadikan dasar uniuk menuntut perceraian tersebut, alasan-alasan ini
sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu

sendiri.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebelum memulai pembahasan terhadap permasatahan yang
diajukan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian
terlebih dahulu atas judul skripsi ini.

Penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul yaitu * Upaya-
Upaya Yang Dilakukan Sebelum Terjadinya Perceraian Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 “. Kalau kita perhatikan judul di atas maka akan
timbul suatu pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan judul

tersebut. Untuk memberikan jawaban serta untuk menyeragamkan pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA




para pembaca di bawah ini penulis akan menguraikan satu persatu pengertian

dari kata-kata judul tersebut.

- Usaha-Usaha Yang Dilakukan Sebelum Terjadinya Perceraian,
memberikan penekanan kata pada perceraian. Usaha-Usaha Yyang
dilakukan berarti suatu kegiatan yang harus dijalant ¢leh sesec¢rang
sebelum pemutusan sebuah perkawinar dengan cara perceraian
Perceraian di dalam hal ini diartikan tidak termasuk cerai mati
Perceraian berarti ; Gagatnya tujuan perkawinan untuk membentuk suatu
keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera skibat perbuatan manusia. '

- Menurut berarti : fkut serta, mencampuri ?

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tenteng perkawinan,
serta akibat-akibat dan adanya sebuah perkawinan di [ndonesia.

Dengan uraian di atas maka dapatlah dipahamt bahwa yang
dimaksudkan dengan judul penulis di ates adaiah penhal tentang upaya-
upaya yang dilakukan oleh para pihak baik itu suami maupun isteri sebelum
terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

' Lili Rasyid, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di indonesia,
Alumni, Bandung, 1982, hal. 13

‘W.JS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa {ndonessa, Balar Pusziee, Jakarta
1984, hal. 9.
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B. Aiasan Pemilihan Judul

Dalam suatu pelaksanaan fperceraian mka dilakukan upaya-upaya

sebelumnya sehingga dengan adany2 upaya-upaya tersebut maka perceraian

akan dapat dihindari. Secara jelas tentang upaya-upaya yang dilakukan
sebelum terladinya perceraian tidak aca diatur di dalam Undang-Undang No
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih ditekankan dengan niat para
pasangan yang akan melakukan perceraian tersebut.

Hakim di dalam hal memeriksa gugatan perceraian ini harus
berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak suami isteri tersebut, dan
jika menurut pertimbangan hakim kedua belah pihak suami isteri tersebut
masih tidak dapat hidup rukun kembali maka perceraian tersebut diputuskan,
dan pada terus berlangsung pertengkaran dan permusuhan, maka Hakim
akan mengabulkan adanya kepitusan ataupun vonis dari Pengadilan
mengenai perceraian tersebut maka perkawinannya menjadi putus

Pemutusan perkawinan karena perceraian merupakan hal yang
sangat ditakuti oleh setiap manusia terlebith oleh kaum wanita, oieh karena
perceraian ini dapat menimbulkan akibat yang kurang bai%, baik dari segi
moral maupun dari segi kekeluargaan

Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian ini juga akan

7 menimbulkan akibat kurang baik terhadap din pribadi masing-masing pihak
suami-isteri yang bersangkutan yadu dspat mentmbulkan permusuhan di

antara mereka dan trasuma terhadap perkawinan terhadap anak-anak
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